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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 3174 TAHUN 2023
TENTANG

FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGEAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
perlu didukung dengan Data yang alkurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan
dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, lerintegrasi,
dan berkelanjutan, diperlukan perbaikan tata kelola Data
yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkart
Provinsi Kepulauan Riau;

bahwa dalam penyelenggaraan Forum  Satu Dala
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya wadah
komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dengan instansi vertikal terkait serta
dibutuhkan suatu Struktur Standar Operasional Prosedur
dalam menjalankan kegiatan tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Forum
Satu Data Indonesia Timgkat Provinsi Kepulauan Riau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucd
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menectapkan

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016



10,

11,

12.

13

14.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 2351,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2008 MNomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang MNomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5213);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor G
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noemor 5601];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tghun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6657);

Peraturan Pregiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jarmgan
Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor T8|;



Menetapkan :

KESATU
KEDUA

KETIGA

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 55);

28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau,

Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
disebutkan dalam Lampiran | Keputusan ini.

Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

terdir

dari dan memiliki togas serta tanggung jawab

sebagai berikut:
I. Tim Fasilitasi;

1.

ad

Penanggung jawab mempunyai fugas memastikan

terlaksananyva penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Tingkat Provinsi sesuai dengan amanat FPFeraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ientang Sati

Data Indonesia.

Pembina data mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan
pengumpulan Data;

b. menetapkan standar data, struktur dan format baku
metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau
daerah; dan

c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data
[ndonesia tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Walidata mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pengumpul, pemeriksa dan pengelola Data yang
disampaikan oleh Produsen Data sesual dengan
prinsip Satu Data Indonesia; dan

b. membantu Pembina Data dalam  membina
Produsen Data.

Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan Foram

Satyu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai tugas yang

diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019

tentang Satu Data Indonesia.

II, Tim Koordinasi:

1%

Walidata Pendukung adalah Sekretaris atau sebutan

lainnya yang membidangi Sekretariat di setiap Organisasi

Perangkat Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut

a, pengumpul, pemeriksa dan pen gelola Data yang
disampaikan oleh Produsen Data di lingkup OPDnya
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

b. membantu Walidata dan Pembina Data dalam
membina Produsen Data di lingkup OFDnya.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KEDELAPAN :

2. Produsen Data Tingkat Provinsi adalah Pejabat Eselon [V
(empat] vang permah menjabat sebagai Kasubbag
Perencanaan dan telah disetarakan serta disesuaikan
dengan nomenklatur baru yaitu Fungsional FPerencana
Ahli Muda di Organisasi Perangkat Daerah tertentu,
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. koordinator pengumpul data dari Bidang/Bagian.

1. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai
Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data
melalui Walidata Tingkat Provinsi;

c. melengkapl dokumen pengajuan Standar Data,
Metadata, dan Interoperahilitas Data yang disediakan
oleh Pembina Data Pusat melalui Pembina Data
Tingkat Provinsi;

d. mengumpulkan dan menghasilkan Data sesuai dengan
prinsip S3atu Data Indonesia; dan

e. menyampaikan Data beserta Metadata kepada
Walidata Tingkat Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat
sebagaimana disebutkan dalam Lampiran [l Keputusan ini.

Selretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT

mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua mempunyai tugas memberikan dukungan dan fasilitasi
kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sehingga
terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat
Provingi sudah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

2. Anggota mempunyai tugas membantu kinerja Ketua dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu
Data Indonesia Tingkat Provinsi.

3. Administrator membantu kinerja Sekretanat dalam
melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh
Forum Satu Data [ndonesia Tingkat Provinsi,

4, Staf Administrasi membantu kinerja Sekretariat dalam
melaksanakan tugas dan tugas lain yang dibenkan oleh
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

5. Staf Pendukung membantu kinerja Sekretariat dalam
melaksanakan tugas dan tugas lain vang diberikan oleh
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

- Forum Satu Data dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU dan KEEMPAT dalam menjalanakan Fungsi dan
Tugasnya memedomani Flowchart/Struktur  Standar
Operasional Prosedur Satu Data Indonesia Tingkat Provins:
Kepulauan Riau.

: Flowchart/Struktur Standar Operasional Prosedur sebagaimana

dimaksud pada diktum KEENAM disebutkan dalam Lampiran [I[
Keputusan ini.

Apabila keangpotaan Forum Satu Data dan Selretanat
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEEMPAT
terdapat kekosongan Pejabat karena sesuatu  hal, maka
pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan

dan hak vang sama dengan pejabat defintive.



KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan
melaporkan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KESEPULUH : Segala biaya vang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau atau
Sumber Anggaran lain yang tidak mengikat dan sah.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Tanjungpinang

Salinan :  Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.
8

J:
e

Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Sekretaris Daerah  Provingi  Kepulauan  Riau  di
Tanjungpinang;

Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Kepala Badan Perencanasan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau di

Tanjungpinang;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau di Tanjungpinang;

Petikan . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran | : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 374 TAHUN 2023
Tanggal : 8 MARET 2023

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGEAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO JABATAN JABATAN DALAM TIM
= 2 3
1. TIM FASILITASI i
1. | Gubernur Kepulauan Riau Penanggung Jawab |
2. | Wakil Gubernur Kepulauan Riau Penanggung Jawab 1l
3. | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Penanggung Jawab 11

4. | Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Pembina Data Statistik

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

&% Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau PeritbirisDatadheongasia
6. Kepala Dina:ﬁn Komunikasi dan Informatika Provins Walidata
Kepulauan Riau _
Kepala Badan Ferencanaan, Penelitian dan | :
: ¥ Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Koarhriam
II. TIM KOORDINASI P 1
Sekretaris Badan  Perencanaan, Penelitian dan !
E' Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau WEhoseten ot A
g. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi | o o000 pend dkung
Kepulauan Riau
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi : q
10. | Kepulauan Riau Walidata Pendukung
11. Sekretaris lEadan Pendapatan Daerah  Provinsi Walidata Pendukung
Kepulauan Riau .
| 12. Sekretaris Eqdan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Walidata Peridukung
_ Kepulauan Riau :
13, Sekretaris Ha}dan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Walidata Pendukung
Kepulauan Riau
i, Selcr:etaﬁa Badan Kc_:ptgawnim-L Daerah dan KORPRI Walidata Pendukung
Provinsi Kepulauan Riau .
| Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia . W
15. Daerah Provinsi Kepulauan Riau | W e e
|6 | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah | yyujgaea Pendukung
. Provinsi Kepulauan Riau . y =
Sekretaris  Satuan  Polisi Pamong Praja dan T
ok | Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Walsate Hkiie
18. | Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Walidata Pendukung
19. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Deya Mineral| oo i panau g
Provinsi Kepulauan Fiau

20. | Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau | Walidata Pendukung

21, | Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Walidata Pendukung




Kepulauan Riau

NO JABATAN JABATAN DALAM TIM
1 2 k]
Selretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi .
22, Kepulauan Riau Walidata Pendukuang
23. | Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Walidata Pendukung
24, | Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Walidata Pendukung
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, :
25. | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan | Walidata Pendukung
I Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
Selcretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3
26, Proving Keplsuan Riag Walidata Pendukung
27, Selcretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Walidata Pendukung
Kepulauan Riau
28. | Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Walidata Pendukung
29. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinst | g, 0000 Pandul ns
Kepulauan Riau
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan :
a0 Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Walidata Pendukung
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan : |
i Provinsi Kepulauan Riau W R T B
32, | Selcretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Walidata Pendukung
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
33, | Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Provinsi Walidata Pendukung
Kepulauan Riau
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi -
W Pend
3 | ke ol lavan Riay alidata ukung
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan  ata Pendul
G Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Wiiate i
Sekretaris Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan | o ...
T ta Pendulung
8. Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau £
37. S:lﬂ-:a-ta;La Dinas Eup-_ﬁ:rasi, Usaha Kecil dan Menengah Walidata Pendul
Provinsi Kepulauan Riau
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan | o .00, e
-5 Provinsi Kepulauan Riau HIR e B
Lo, | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi | g piqia pendukung
Kepulauan Riau
40. Kepala Badan Penghubung Daerah  Provinsi | o ... poo dukung




NO JABATAN

JABATAN DALAM TIM

3

Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Organisasi

1. | Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Fungsional Analis Kebjjakan Ahli Madya Biro Umum

42, | Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Walidata Pendukung

Walidata Pendukung

Fungsional ‘Analis Perencana Ahli Muda Biro
43. | Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi

Walidata Pendukung

Kepulauan Riau

Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro
44. |Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

Walidata Pendukung

Provinsi Kepulauan Riau

Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro
45 |Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Walidata Pendukung

Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro
46, |Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

Walidata Pendukung

Fungsional Analis Kebjakan Ahli Muda Biro Hukum

A Selretariat Daerah Provinsi Kepulauan Fiau

Walidata Pendukung

48. | Pemerintahan dan Otonomi Daersh Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro

Walidata FPendukung

Kabag Tata Usaha Rumah BSakit Khusus Jiwa dan

9. | Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

Walidata Pendukung

Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Raja

70, Ahmad Tabib

Walidata Pendukung

Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan

51, |Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Produsen Data
Kepulauan Riau
. Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan Prod
s Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Leen Biate
| Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan e
9. Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau FEGCUBtIELIRGE
Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan
54. | Kepegawaian Daerah dan KORFRI Provinsi Produsen Data

Kepulauan Riau

Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan
55. | Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

' Kepulauan Riau

FProdusen Data

| fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan
56. | Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Produsen Data

Kepulauan Riau

Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan

it Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Produsen [Data




dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

NO JABATAN JABATAN DALAM TIM
B 2 a
Fungsional Analis Perencana Ahli Muda Badan
i Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Frodusets Pas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung
59. | Daerah Provinsi Kepulauan Riau veg Rl
Fungsional Perencana Ahli Muda Satuan Polisi Pamong
60. |Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Produsen Data
Kepulauan Riau
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi dan
1. | nformatika Provinsi Kepulauan Riau DlggeRa g
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan
~ |Perempuan, Perlindungan Anal, Pengendalian
2. | Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Frodupen Data
 Kepulauan Riau
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Energi dan
63. | sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Ereuiticeh Hisa
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan dan
ek Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau HroduRe DA
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan
63, Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Frodupen Dda
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perhubungan
N Provinsi Kepulauan Riau Erbduren Dt
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kelautan dan
67. | perikanan Provinsi Kepulauan Riau Produsen Uata
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan
68. |Pangan, Pertanian dan Keschatan Hewan Provinsi Produsen Data
Kepulauan Riau
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman
69. | Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Produsen Data
Kepulauan Riau
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Prod
ik !Hem’l dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau uskn Data
:Fungsiﬂnal Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian
i dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau LrodusciData
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Panwisata .
72. | provinsi Kepulauan Riau Fiitien ot
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kebudayaan
T3, Provinsi Kepulauan Riau ProduseiDiga
74, Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kepemudaan Produsen Diata




Provinsi Kepulauan Riau

NO JABATAN JABATAN DALAM TIM

1 2 3
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan

75. |Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Produsen Data
Sipil Provinsi Kepulauan Riau
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan

76. Provinsi Kepuls Riau Produsen Data
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan

L dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau FroduseR Bete
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja

8. | dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau s
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan

| provinsi Kepulauan Riau Feeciaecn Rt

80, Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Prod Data
Kepulauan Riau s
Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan

81, | Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Produsen Data
Kepulauan Riau _
Fungsional Perencana Ahii Muda Inspektorat Dacrah

82, Provins Keoula Riatt Produsen Data
Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sckretariat

ad, Daerah Provinsi Kepulauan Riau FIHCUEERCE Soe
Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi

84. | pimpinan Sekretariat Dacrah Provinsi Kepulauan Riau Erudiisen Lieid
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan

85. | Pembangunan Sekretanat Daerah Provinsi Produsen Data
Kepulauan Riau )
Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

86. | Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan .Jasa Produsen Data
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan

87. | Rakyat Sekretariat Dacrah Provinsi KepulauanRiau | | oouesn Bel

= Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat

88. | paerah Provinsi Kepulauan Riau Frodusen be
Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan

89. | Otonomi Daerah  Sekretariat Daerah  Provinsi Produsen Data
Kepulauan Riau
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro

99, Unmam Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Produsen Data

a1 Fungsional Perencana Ahli Muda Sekretarial DPRD i Dk




Lampiran I : Keputusan Gubemur Kepulauan Riau

Nomor : 374 TAHUN 2023
Tanggal : 8 MARET 2023
SEKRETARIAT
FORUM SATU DATA INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JABATAN DALAM
NAMAJ .
e ARnAN INSTARSK 'KESEKRETARIATAN
1 2 B i _ a _ 4 —
Kepala Badan Perencanaan, I Badan Perencanaan,
A i Penelitian dan
1. | Penelitian dan  Pengembangan Pengembangan Provinsi Ketua
Provinsi Kepulauan Riau "~ Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
Kepala Bidang Penelitian dan Penelitian dan ;
% | Pengembangan Pengembangan Provinsi PRt
. ’ Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
3 Andi Gustomo, SE Penelitian dan A ot
* | Analis Kebijakan Ahli Muda Pengembangan Provinsi B8
Kepulauan Riau =
Badan Perencanaan,
4 Tedy Kardana, 3.508 Penelitian dan
" | Analis Kebijakan Ahli Muda Pengembangan Provinsi O g
_ Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
5 Risa Adelina BR Tarigan, 8.5i., M.M Penelitian dan A
* | Perencana Ahli Muda Pengembangan Provinsi kg
Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
Rina Komala Dewi, 5.T Penelitian dan
6. | Perencana Ahli Muda Pengembangan Provinsi ANERO
Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
. Sekar Nur Wulandari, SE., M.5i Penelidan dan it |
* | Peneliti Ahli Muda Pengembangan Provinsi 580
Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
8 Aliffisya Ummu Raihan, 3. Mat Penelitian dan e
* | Peneliti Ahli Pertama Pengembangan Provinsi | £80
s Kepulauan Riau
Kepala Bidang Penataan Ruang dan Dinas PUPR Provinsi
. Pertanahan Kepulauan Riau Angeeta
10 Ronaldy Lovina, 3.T Dinas PUPR Provinsi e
' | Penata Ruang Ahli Muda Kepulauan Riau BE0
Anil Fansory, 8.T., M.T Dinas PUPR Provinsi
1L | penata Ruang Ahli Pertama Kepulauan Riau RIggn
. Mukhtirili, 3.T Dinas PUFR Provinsi .
12.| gurveyor Pemetaan Ahli Madya Kepulauan Riau Anggota
| 13 Markisa Dahlia, 5.T Dinas PUPR Provinsi Pl
| " | Surveyor Pemetaan Ahli Muda Kepulauan Eiau BBe
' oyal. =y Dinas Komunikasi dan
14, | Kepala Bidang  Statistkc  dan| informatika Provinsi Anggota
[T Kepulauan Riau




JABATAN DALAM

NO NAMAJ ARIA
[. ABATAN INSTANSI KESEKRET TAN
n = = 5 e i

oF ; Dinas Komunikasi dan
Lili Hendrayani, 5.50s : i ;
15. | giotistisi Ahli Muda Informatika Provinsi Anggota
Kepulauan Riau
J Dinas Komunikasi dan
Ansa Rosiana, S.IP., MM f AR
16. | pranata Komputer Ahli Muda Informatika Provinsi Anggota
| Kepulauan Riau
] g Dinas Komunikasi dan
Riza Alfajri, S.Kom : B
17, Pranata Komputer Ahlh Pertama Informatika PI'E!'WTE'E Anggota
S Kepulauan Riau
A Dinas Komunikasi dan
Hairumannur, 3. Kom :
18. s g Informatika Provinst Anggota
Pengelola Sistem dan Jaringan Kepulanan Riau

19 Eko Aprianto 3.5T., M.TL BPS Provinsi A
| *7" | Pranata Komputer Ahli Madya Kepulauan Riau BBY
| 50, | Mardayani S.E. BPS Provinsi o

* | Statistisi Ahli Muda Kepulauan Riau BEC
51 Rinaldy 3.5T BPS Provinai Azt
* | Pranata Komputer Ahli Madya Kepulauan Riau Beo
99 Grahadian Saukat 3.8T BPS Provinsi e
" | Statistisi Ahli Muda Kepulauan Riau BaC
Rahmat Hidayat, 5.5i BFS Provinsi |

2 Statistisi Ahli Muda Kepulauan Riau AR

lamiana Putri, S 8T BPS Provinsi
=% Statistisi Ahli Pertama Kepulauan Riau ALERRLR
Amold Alfreddy S.5T., M.Sc. BPS Provinsi

195, | Satasy Ak Pectane Kepulauan Riau Anggota
Riko Tri Utama S.8T BPS Provinsi

5 Statistisi Ahli Pertama Kepulauan Riau ADZRGES
Nunik Sri Rahayu 8.8T., M.Si, BPS Provinsi

27. | Statistisi Ahli Muda Kepulauan Riau i e

| Tri Retno Puspitasari S.8T BPS Provinsi

28. | Statistisi Ahli Muda Kepulauan Riau AnpEote

| Fajar Fatahillah S.8T., M.Ec.Dev BPS Provinsi
30| gratistisi Ahli Muda Kepulauan Riau o
Ruth Yuliani Hutabarat 8.8T,, BPS Provinsi tee
e Statistisi Ahli Muda Kepulauan Riau Angg
Dian Kartika Sari 3.5T., M.Si BPS Provinsi
: g An ;
2. Statistisi Ahl Madya Kepulauan Riau ggota
Agus Muslim S.ST., M.Stat BPS Provinsi |
33-| Statistisi Ahli Muda _ Kepulauan Riau Anigsps
Candra Kurniawan 3.5T., M. TP BPS Provinsi
o Pranata Komputer Ahli Muda Kepulauan Riau Anggota




JABATAN DALAM

kepulauan Iﬁ.‘E_I-.Ll

NO NAMAJABATAN INSTANSI KESEKRETARIATAN
1 3 TEti 1
Hafti Mardiah S5T., M.5tat. BPS Provinsi
33. | Qtatistisi Madya Kepulauan Riau Aagget
B Badan Perencanaan,
Yudha Pratama, S AP Penelitian dan mL
6. | Anatis Program Pembangunan Pengembangan Provinsi Administrator
] Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
Rito Yendriwalis, 5.50s Fenelitian dan .
s Analis Program Pembangunan Pengembangan Provinsi Ao e 1
1= Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
Rio Wiaya H, A .Md Penelitian dan Staf
38 | qar Barenlithang Pengembangan Provinsi Administrasi
. Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
g Fachruli Subandi, S.E Penelitian dan Staf
" | Staf Barenlitbang Pengembangan Provinsi Administrasi
| Kepulauan Riau
Badan Perencanaan,
4 Zullafli, 5.Pd Penelitian dan Staf
O-| Staf Barenlithang Pengembangan Provinsi Pendukung
~ Kepulauan Riau
il i ikasi dan
lham Muhamad Akbar, S.H Dinas St oo Staf
41. taf Di f Informatika Provinsi Al e
Staf Diskominfo Kepulauan Rian
| Bandi fneanio Ohinas Komunikas: dan Staf
e tila Provinsi
| #2- | gtaf Diskominfo Lt s Pendukung




Lampiran 11T : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 374 TAHUN 2023

Tanggal : 8 MARET 2023

FLOWCHARTSTRUKTUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATU DATA INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (diganti dengan terbaru)

FEMERINTAH PROVINSI HEFULATAN RIAT

HOMOR 80P

TANGGAL PEMBLATAN

TANCGAL EEVIA

TANGGAL KFEKTIF

DISAHKAN OLEH

GUBERNUR HEPULAUAN RIAU

1 | Dwm ying odak lengkan meryebabkan henil nralss vang tdak akurat
| .

MAMA BOP PENTELENOOARAAN BATU DATA PROVINE! KEPFULAUAN RIAT
1 Undang-Uniang Nomsr 16 Tahun 1997 tentang Satstic i Pembina Dats (BPS Prov. Kepri
2 Undéng-Usdang Nomee 23 Takun 3014 tentang Pemerintsh Dacrah; d Eoardinator {Bapelitbang Prov, Keprd
3 Peraturnn Pemerintah Momor 51 Tahun 19595 tentang Peoyelenggemon Satistil 3 Walickara {Ixiakominio Frov, BEepr)
4 Beraturan Pemertntah Nomor 18 Tehun 2066 lentang Peranglat Daerah 4 Walkdata Pendukiung (Eekreters OFD)
L) Peraburan Presiden Nomor 38 Tohun 2019 tentang Batd Data Inchsriasin 5 PFrodusen Oala
& Peraturan BPE Nomoe 4 Talnan 2019 tentang Normi, Btandar, Prosedur dan Kritecis % Pengelola BFBE
Penwelenpearann Statizti Bakioral alsh Pemeciniah Cieerdh
7 Pernturan BPS Nomor & Tahun 2020 tentang Petinguk Teknis Standar Date. Stasatik
f  Peraturan BPS Nomar 5 Tahun 2020 tentang Peturjuk Teknis Metadatn Smbistik
] Sarver
2 Peranghat Kamputer
3 Jaringan Internet
i Peranghkat Percatakom
= Alai Kormunikrsi
[ ATH
7 ___ Apljicass:
| B s

1 Pencatotan dorn pendntaan dikkikan dengan mengeunakan aglikast yang tersedia denetay menggunakan
pencatatin maniil

=




) PELAKSANAAN e lies MUTO BAKU
] TRAIAN PROSEDUR Walidata Pambing
Walldats Haaard Kele Walctn t
Pendukung lator | Dute e OB e SRS
: n Farmulir Beme: | Formulir Rancengan
| Fesrdiniior meminin Walidata penchibing meaynimpaikan - . :I. :| Keglaten Statiatilc (FFKPA | 1 har | Kegintan Statisd
rancangan kcegiatan siatmtik kopadta Walidata - | Aan atau FE3) |FPEPA dan atau F53)
Walidata menerima dan memerikna Rancangan Kapatan Stauatii,
jikens Vi P : -
- remule Rancangan Pengojuan Rancangun
g | 1 Onlinar malakulcan approvel ates permintann rEkoonen ) Heginton Statistk (FPEPA | Zharl | Eegatan Statisik
1] % 1
mimtistile selktoral Fﬂﬂ. ﬂ.]:']ﬂiﬂﬂl T drn atao F93| dalam sistsen &Plhu
3, iflinve: melakukan perekaman rancangan kegiatan statidtk ke
dalarm Aplilisi
Peniga| RANCANGRT Fta.gl-'-jumsiﬂtlr_nrik
FgA| A8 £ 3
3 Pembine Date meserima, mensliti dan mengeraluosi Pergaiwan Ficmtio Staratlk datar 30 bt satal Al i
Rancangan Hegiaan Statisth melalui Aplidmai | alatermn aplikaa dan dievaluasi dalam
1 aEtoem
l - Tla 1 5
‘If Perigajuan Rancangsn Penigrjuan Rancangan
. ) ) Eegintan Stetistik yang Heginian Siatistlk
4 Walidata mamparbadld jaian Jika ternyata hasil pengajuan Sk i S s g R
mncangan kegiaton statistil ads chiatin perbadKan Hiiaiia Al g b bl il b
=2 fiplikasi aplikasi
Fembina Do menginformastkan bahwa rancangsn keginten B .
atatiatix diryatilen livak atau idak lavak urtul dijekeanakan. x Em]“ Hhﬂh":;-”kfmng Perrbitan
5 Rekomendasi kegiatan stadabk diterbitkan jika hegiaten atobstk o bk I Bt Rekomendas
dinymiakan layak wuniuk kemudian diserehken ka walidara uiame ﬁl:‘.nl.uu.ﬂ e Eegatan Statsstik
demgan tembusan Peianghat Dasrah pelakaane wri=an £ ol wloh BPZ
erintahan o lifiaa dam M bangan thiREp e —
| —— ¥ Hurnt Penyampaizn
& Wialielals meryernhkan Relkomendasi Kegintan Statistik e Produsen N Etl:ﬁ::mgﬂdﬂ_ﬂi. BF8 veng 1 Htkmdual_
Deta melnlui Walidata I_'-'.undq_mmg i telah diterhirtkan I‘:EEI:'I:'.I.H.D Statintik ke
P
I—H =TI
Wabidata menguropulkan dan mengalols Date yang disampatkan o Dinia OPD £ i Dilé OPD Le
i dleh Produden Date sesuai dengan prinasp Satt Date [ndoressia - ngkag
. I, Data OPD Lenglenp
Walidnte memeriken kosenusmn Date wang desmpaikan olen b Dt I e ‘11”“ .““:1“1}'
: . ke i mim L} gleam O CHra
g Preclisen Dats sesund depgan prinsip Sty Data Intionanis 1 Pﬁm&m
i Emservnmnn Dkl
| Laporen Dhseminasi
a Waldara metakukan Diseminasi Data malolod Buloy Aplilas Fratal Dam DFD Lenghkep dan 30 hani Data Eh.l.!m Entue
Batu Diatn valid Bubma plikasiPortsl
. | Bty Data
¥ Laporan Deseminuei Data
i Koardinetor memisst dan mnoyac petan Lapgarmn Pelaksannan dalaen Beriule oM ! Loparan Pd-kmlmun
-ﬂ-m Data Hepr h:p.u.d- tonkernur BulvaplikasiPorial Batu Balu Ouia Hepo
Lapcran Pelaksinamn
S e Satus Dt Keprl




[ RoOMOR S0P '
TANGCAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS e
TANGGAL EFERTIE = =
DIEAHEAN OLEH i GUBERNUR. KEFULAUAN RIAT
PENMERINTAH FROVINS HEFULAUAN RIAD A el
——r - S —— - — —_— rp—— ——
WAMA BGE PENYELENGGARAAN HEGIATAN STATISTIE OFD DILTNGEUNGAN PEMERINTAH PFROVINII
HEPULATAN RIAL
DASAR HUKUM =) FELAKBANA
1 Undang-Undang Momoe 16 Taliun 1997 tentang Statistik 1 Walidets [Dishominfe Prov. Bepel
2 Undang-Undrng Modes 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daraly) 2 Kepala QP
3 Feraturan Pemerintah SMomor B Tahun 1999 tentang Peavolenggaraan Statiatik 3 ‘Walichats Pendukung {Beloemmia QPLH
4  Permlugsn Pemerintoh Nomar 18 Tebun 2016 tentang Perengkat Dasrah 4 - BulangHagian pada OFD
5 Peraturan Presiden Namar 2 Tahun 20719 tentang Seto Data Indonesia & Penpgelola S8PRE
4] Peraluran BPS MNommor 4 Talun 2119 tentang Norme, Stendar, Prosadur dan Kricenia
Penyelemgparnin Statistle Belitoral alah Pemerintah Dadrah
7 Peraturan BPS Womor 4 Tahun 2020 tenting Petubyus Teknis Standar Data Statestik
8 Feraturan BPS Nomar 5 Tahun 2020 tentang Peturguk Teknis Metadats Statstk
' !  Delumen Peloksanann Anggaran
3 Peranghkac Kompaster
3 Jaringan Infernet
|4 Perangkat Pancaiadoan
-5 Alsy Eomuanikass
6 ATH
T Aptikasl

S T e T

fimta yang Hdak lengkap menvchatdan hosil analisa yong bdal aksaral

Pencomtan den pendatasn dilakukan dengan méEnginaken apliliest yang rersodim danstag menggunakin

persntatan maraal




PELAHSANAAN MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR wj:-ln ikt | misediros | M Dok Kl Waktu Output Kotarangan
Dotoumest Pedalaaraan Doboumen Pelakeanaan
o oP.

Kepala OPD menyerankan DPA kepada walidatn pandukang (:} An g (R | hapi | Anesaren (DP&
5 ¥ Gickumean Palakannaan Dobumen Pelaksanaan

.. Angaaran [DPA) Anggnran {DPA)

Walideta Pendukung memilah kegiantan sesuei kewenangan budang Kegiaran, ssauai

taptan Lerdasarkan peraturen perundangan yang berlaku 1 hari kswenangan bidang

Duokumen Pelakssnnan

Dakismen Bancangan

EP Anggaran (DB Kegintan Statistik
BidangBagias meryniaun rencana kerja yang mencakip Keggiation sesuai
penentuan daftar data, stardar date, dan metadats s=aoai kewenaogan bideng 9 hari
Hemenangan hidang bagian berdasarkan peraluran perundangan 5
vang bariaku _I.
Oraf Rancangan Hancangan Kegatan
Kegiatan Statiatik yang Sumuh}mnu telah
Walidata Pendubkung menerima dan memeriksa rencangan ] reiah disusun I B diperikaa
kegintan statiatik .-""f
Rencangan Kegisten | Bancangan Hegiatan
e Staistik yang telah i Btatintk yang telah
Kepala QFD mengesahkan rancangan kegatan statiatik + diperikas 1 han | ditelapkan
hﬂhnﬂl‘l‘;—ﬁtﬂ‘ﬂlﬂq 1. sEETE"mmpmiﬁ_
Btatiatik yang telah Rantangan Kegiatan
: : ditetapkan Stati=tilk
Walldata Pendukung melaksanokan Permintaan Hoordinatar A T S——
untuk maonyampailkan raneangan egistan pimtiztik lepada i 1 har 7. Lampi
Walid=im F o HIE: ;
Etattil yang telah
Ll II -m
1. Burai Penyampaian Rekomendasi Kegatan
Rancangan Kegiatan Stagacik
Bralisti
Walid stanablc W alidata [Diskamini) i hunri
B AT T FRACERERE eglatan st 2 et s
o mten Statiatil yang
talah ditetnplan
Felomendasi Kegintan i
§ ‘Beatjurik | o ean i FsmE S
Walidasa Pendulung meryampaiken rebomensiae: yang dibepiloun whed |2
kepads BidangBsgian szuﬂmum e

Keaeaunian Data




= j—— PELAKSANAAN MUTV BAEU
URALAN FROSEDUR T
Py Walldats | Eoordinstor | e Helengkapan | Waktu Output Meterangan
| A : - o 1. Bancs _L.'l_l-Hzg;l.n tan
| Bidangfapan melaksanalian rancangan keplatan statistie yang guﬁ.u‘kq&n Laporan Dhaeminsat
o mendapatkan rekomendas] BPS dan mencantumlan Nomor 2, Rakomondasi Kegintun ha Date dalem bentuk
rekdmendesi inl pada Keesioner survei dan melaksanalkan Genpintik J4 herl Bakusplili@aPortal
Pengumpulan Datakegaian Statiatik Satu Dats
i o Data Hanl Kegintan
; | ‘L Bratiatik
g | Data hasil kegiaton stansuk deampaiken kepade walidata pendulaung aH Laporan Palanksanssn
malalul Produsen Data [ A1 | ot Dota Kepr
l "
11 Walldata Pendukung melakuban validasi dain s=suai dengan prinakp Dara Hasil Kegiatan
Zaty Duta Indhonesia untulk pzngen.hm ol J.‘.q'l.n,m QPD /-" Srariatile
Data Haml Kegaran |
Sranstik yang talah FParmulir Fencaigen
1z | Wepala OPD mengesahkan deta yeng laynk didiseminanton ke Tidek divalidas Kegintan Stabistik
publik Ej 1hatt | \rpicea dan atau
F&3)
= 1, Burst Fﬂgﬂn.a.hn,n Diatn
Huaull Keginisn Statistil
! [ Presrga] i
13 Walidmtm P‘mduhln;l:il:u:,rﬁnhm datnflageran beacrti ? i@a lﬂnqapl-:r;lmﬂnuhk 1-:::: _— Ewcitaind Kol
metadaie hepsada walsdais : - Statistik dalam
sudah divelidasi dan
disahlan sigem Apiikas
3. Laporan Kegaten
. 1. Suras Pengesahan Dazs PariEajEan
h Hasil Kegiatan Bratsatik fancangan Kegintan
14 vy !?- Lampiran Deta Hanil %0 har Siatistik yang sudah
[: :) Kegiatan Sratiatik vang i tekic clan
sudsh divalidazi dan dievalusai dalam
= disahkan aistem




